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Abstrak

Program BOS dan Jamkesmas merupakan bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan serta kesehatan
yang telah diimplementasikan di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang).
Tujuan program-program tersebut adalah memberikan akses layanan kepada masyarakat, khususnya
bagi masyarakat miskin dan untuk penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program yang belum
optimal menyebabkan angka kemiskinan masih cukup tinggi di Malang Raya. Penelitian ini bertujuan
mengukur efektivitas program BOS dan Jamkesmas berdasarkan distribusi manfaat dengan metode
Benefit Incidence Analysis. Pengukuran efektivitas dilakukan pada jenis layanan BOS tingkat SD dan
SMP, sedangkan untuk jenis layanan Jamkesmas adalah rawat jalan dan rawat inap. Penilaian efektivitas
dengan Benefit Incidence Analysis ini juga menggunakan perbandingan data Susenas Tahun 2009 dan
2013. Berdasarkan hasil analisis efektivitas, program BOS dan Jamkesmas di Malang Raya belum
efektif secara keseluruhan. Kota Malang memiliki layanan rawat inap yang belum efektif. Kota Batu
memiliki layanan tingkat SMP dan rawat inap yang belum efektif. Seluruh jenis layanan BOS dan
Jamkesmas di Kabupaten Malang dinilai belum efektif.

Kata kunci: benefit incidence, efektif, pelayanan publik

BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS OF PUBLIC SERVICES IN MALANG RAYA
Abstract

BOS and Jamkesmas programs are kind of public services for education and health that have been
implemented in Great Malang (Malang City, Batu City, Malang Regency). The purposes of these
programs are to give service access for people, especially for the poor and to poverty reduction. The
implementation of these programs were not optimal that could cause the poverty rate is still high. The
goals of this research is to measure programs effectiveness based on the distribution of benefits with
Benefit Incidence Analysis. The measurement of programs effectiveness is done on elementary and
junior high school level services from BOS, while the type of Jamkesmas services are outpatient and
inpatient.. The measurement of effectiveness was used Susenas data comparation on 2009 and 2013.
Based on effectiveness analysis, BOS and Jamkesmas in Great Malang are not effective overall. Malang
City have inpatient service that not effective. Batu City have junior high school level and inpatient
services that not effective. All of BOS dan Jamkesmas services are not effective in Malang Regency.

Keywords: benefit incidence, effective, public service

Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan

1. PENDAHULUAN dalam empat tahun terakhir disebabkan oleh tiga
Strategi penanggulangan kemiskinan dalam fakt_or utama.  Ketimpangan a_kses dan
RPJMN Tahun 2010-2014 adalah melalui penjangkauan  pelayanan = publik  dasar

merupakan salah satu faktor penyebab

kebijakan dan program pro poor melalui lambatnya penurunan tingkat kemiskinan di

peningkatan pelayanan publik dasar pendidikan

dan kesehatan. Pelaksanaan kebijakan ini Indonesia.

nyatanya masih mengalami kendala dan terdapat BOS dan Jamkesmas merupakan program-
masalah yang mendasar pada periode tersebut, program pelayanan publik untuk seluruh
yaitu lambatnya penurunan tingkat kemiskinan. masyarakat, khususnya untuk meningkatkan
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akses masyarakat miskin terhadap pendidikan
serta kesehatan. Jawa Timur mendapatkan
proporsi dana BOS terbesar (18,22 % dari total
anggaran  BOS) dan  proporsi  dana
penyelenggaraan  Jamkesmas terbesar  di
Indonesia pada Tahun 2013 (16,63 % dari total
anggaran Jamkesmas). Daerah penerima dana
pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan) di
Jawa Timur salah satunya adalah Wilayah
Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Kota
Malang, Kota Batu. Daerah-daerah tersebut
berada pada 1 wilayah tapi memiliki karakter
ekonomi dan sosial masyarakat yang berbeda.
Kota Malang sebagai daerah perkotaan dengan
basis ekonomi dari sektor industri dan jasa, Kota
Batu berbasis pariwisata, dan Kabupaten Malang
berbasis pertanian.

Besarnya anggaran BOS di 3 daerah
tersebut nyatanya belum mampu menutup
seluruh  biaya operasional sekolah dan
penyaluran dana BOS sering mengalami
keterlambatan. Layanan Jamkesmas juga belum
mampu sepenuhnya melayani masyarakat
miskin di 3 daerah tersebut. Capaian layanan
kesehatan untuk keluarga miskin juga masih
dibawah 60 %. Angka kemiskinan di 3 daerah
tersebut juga masih tinggi. Penyediaan barang
publik seharusnya akan memberi manfaat
(utility) bagi masyarakat. Manfaat yang
didistribusikan secara adil akan memberikan
manfaat lebih besar pada masyarakat miskin.
Permasalahan tersebut diduga setelah lebih dari
5 tahun program berjalan belum optimal dan
telah terjadi ketimpangan akses layanan publik
antara masyarakat kaya serta miskin.

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas
BOS (layanan tingkat SD dan SMP) dan
Jamkesmas (layanan rawat jalan dan rawat inap)
di Malang Raya. Identifikasi ini menggunakan
metode Benefit Incidence Analysis. Hasil
penelitian ini dapat memberikan gambaran hasil
implementasi program BOS dan Jamkesmas
kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi
bahan evaluasi untuk pelaksanaan program di
masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Benefit Incidence Analysis (BIA)

Penilaian efektivitas layanan publik dalam
penelitian ini menggunakan metode Benefit
Incidence Analysis (BIA). Metode ini ditujukan
untuk memberikan ringkasan statistik tentang

distribusi penerimaan manfaat dari pelayanan
pendidikan dan kesehatan di 3 daerah Malang
Raya. Benefit incidence atau manfaat insiden
dapat direfleksikan dari tingkat akses rumah
tangga terhadap pelayanan BOS dan Jamkesmas.

Data yang digunakan adalah data Row
Susenas dari BPS pusat Tahun 2009 dan 2013
untuk masing-masing daerah. Variabel data yang
digunakan adalah data pendapatan atau
pengeluaran masyarakat setiap bulan, memiliki
anak usia SD (7-12 tahun) dan SMP (13-15
tahun), penerima bantuan Jamkesmas, pernah
rawat inap serta rawat jalan. Langkah-langkah
metode BIA ini adalah:

1. Membagi seluruh pendapatan masyarakat di
setiap daerah menjadi 5 kuantil (kuantil
termiskin, miskin, sedang, kaya, dan sangat
kaya) Tahun 2009 dan 2013. Nilai setiap
kuantil ~ ditentukan  berdasarkan  garis
kemiskinan Tahun 2013 dan nilai pendapatan
masyarakat pada setiap daerah. Garis
kemiskinan tersebut adalah (BPS Provinsi
Jatim, 2014):

a. Kota Malang memiliki nilai garis
kemiskinan sebesar Rp. 362.162,-;

b. Kota Batu memiliki nilai garis kemiskinan
sebesar Rp. 336.844,-; dan

c. Kabupaten Malang memiliki nilai garis
kemiskinan sebesar Rp. 245.120,-.

2. Jumlah rumah tangga yang menerima
bantuan BOS dan Jamkesmas pada setiap
kelompok atau kuantil pendapatannya;

3. Persentase rumah tangga yang menerima
bantuan BOS dan Jamkesmas pada setiap
kelompok atau kuantil pendapatannya;

4. Rata-rata tingkat manfaat pelayanan publik di
setiap kelompok atau kuantil pendapatan;

5. Menghitung ketimpangan akses antar kuantil
pendapatan dengan indeks gini;

6. Membandingkan kondisi 2009 dan 2013.

Pada intinya alat ini fokus pada identifikasi
segmentasi konsentrasi manfaat dari program-
program sosial, apakah pada kelompok miskin
atau justru pada kelompok kaya.

2.2. Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Perhitungan BIA juga didukung dengan
perhitungan ketimpangan pendapatan
masyarakat. Ketimpangan tersebut diukur
dengan perhitungan indeks gini sebagai berikut
dan kurva lorenz (Gambar 1).
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Gambar 1. Kurva Lorenz
Sumber: Todaro et.al, 2004

Menurut definisinya, koefisien gini adalah
perbandingan luas daerah antara kurva lorenz
dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di
bawah garis 45 derajat tersebut (Gambar 1).
Nilai indeks dapat diklasifikasikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Ketimpangan Distribusi Nilai

Koefisien Gini
Koefisien Gini Distribusi Pendapatan
..<0,50 Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4-05 Tingkat Ketimpangan sedang
..20,51 Tingkat Ktimpangan tinggi

Sumber: Todaro et.al, 2004

Distribusi pendapatan diberikan istilah
yang berbeda pada penelitian ini. Istilah tersebut
tetap mengacu pada Tabel 1, yaitu relatif merata
(... £0,50); mendekati timpang (0,4 - 0,5); dan
relatif timpang (.... > 0,51). Penilaian efektivitas
pelayanan publik dapat diketahui berdasarkan
perubahan nilai BIA dan nilai koefisien gini.
Layanan publik yang efektif adalah layanan
yang mengalami peningkatan akses dan
memiliki ketimpangan yang rendah.
Peningkatan akses menunjukkan  bahwa
kebijakan pemerintah telah berjalan baik karena
peningkatan akses menggambarkan peningkatan
kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan yang
didukung dengan ketimpangan pendapatan yang
rendah semakin menguatkan bahwa
kesejahteraan masyarakat mampu mengatasi
kesenjangan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Benefit Incidence BOS di Malang Raya
A. Kota Malang

Kota Malang menjadi salah satu daerah
percontohan untuk pelaksanaan program BOS di
Jawa Timur. Pelaksanaan program pendidikan
gratis ini diberikan pada jenjang pendidikan SD
dan SMP. Pelaksanaan program BOS di Kota
Malang dapat ditunjukkan berdasarkan hasil
analisis benefit incidence pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Benefit Incidence Program
BOS di Kota Malang (Tahun 2009 dan 2013)

Kuantil Perubahan Benefit Incidence (%)
Pendapatan
SD SMP
1 34.40 28
2 25 21108
3 B -2
4 Il a4 [ -5.01
5 Il 436 B\

Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2, kelompok miskin
(kuantil 1 dan 2) mengalami peningkatan benefit
incidence layanan pendidikan SD terbesar dan
kelompok termiskin (kuantil 1) juga mengalami
peningkatan benefit incidence terbesar pada
layanan pendidikan SMP. Masyarakat miskin
cenderung mendapat benefit incidence rendah
pada Tahun 2009, tapi pada Tahun 2013 justru
mengalami  peningkatan benefit incidence
terbesar dibanding masyarakat kaya. Hampir
seluruh  kuantil  pendapatan  mengalami
peningkatan  benefit  incidence  layanan
pendidikan di Kota Malang. Peningkatan benefit
incidence menunjukkan bahwa program BOS
berjalan baik di Kota Malang.

B. Kota Batu

Kota Batu telah menerapkan program
pendidikan gratis 12 tahun. Pelaksanaan
program pendidikan gratis ini diberikan pada
jenjang pendidikan SD hingga SMA.
Pelaksanaan program BOS di Kota Batu pada
tingkat SD dan SMP dapat ditunjukkan
berdasarkan hasil analisis benefit incidence pada
Tabel 3.
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Tabel 3. Perubahan Benefit Incidence Program
BOS di Kota Batu (Tahun 2009 dan 2013)

Kuantil Perubahan Benefit Incidence (%)
Pendapatan

g A W N P

.
Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3, kelompok termiskin
mengalami  peningkatan benefit incidence
terbesar pada tingkat SD walaupun kelompok
termiskin tersebut mendapatkan nilai benefit
incidence terendah. Penurunan benefit incidence
mengindikasikan masyarakat termiskin di Kota
Batu semakin sulit mengakses pendidikan SMP.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena
semakin banyak masyarakat berpendapatan
terendah tidak mampu mengakses pendidikan
SMP.

C. Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan daerah yang
memperoleh total dana BOS terbesar di Jawa
Timur. Pelaksanaan program BOS diberikan
pada jenjang pendidikan SD dan SMP.
Pelaksanaan program BOS di Kabupaten
Malang dapat ditunjukkan berdasarkan hasil
analisis benefit incidence pada Tabel 4.

Tabel 4. Perubahan Benefit Incidence Program
BOS di Kabupaten Malang (Tahun 2009 dan

2013)
Kuantil Perubahan Benefit Incidence (%)
Pendapatan
SD SMP
1 B o4 9
2 [ VRV
3 [ ow
4 s Y.
5 £ oss 39

Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4, kelompok miskin
(kuantil 2) mengalami penurunan benefit
incidence pada tingkat SMP. Penurunan benefit
incidence mengindikasikan masyarakat
termiskin di Kabupaten Malang semakin sulit
mengakses pendidikan SMP bagi kelompok
miskin.  Kelompok  miskin  mengalami
penurunan benefit incidence pada layanan SMP.

Hasil analisis pada tiga daerah tersebut
menunjukkan rata-rata benefit incidence yang
berbeda-beda. Hasil analisis dijabarkan pada
Tabel 5.

Tabel 5. Perubahan Benefit Incidence BOS di
Malang Raya (Tahun 2009 dan 2013)

Perubahan Benefit Incidence (%)

Kuantil

Pendapatan ___Kota Malang Kota Batu

SD SMP  SD  SMP  SD  SWp
1 B | o2 s B2 e
2 @B fos s Bd F2
3 bos BB o I ogr EBls
4 Jas [Wso B9 W4l Jais
5 fa3  Fl4 B [ oss  Bho

Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Kabupaten Malang

Perbedaan efek layanan publik pendidikan
antar tiga daerah tersebut terlihat dari perbedaan
kelompok yang mengalami penurunan benefit
incidence. Kelompok menengah (kuantil 3
tingkat SD) dan kaya (kuantil 4 tingkat SMP)
mengalami penurunan benefit incidence di Kota
Malang. Kelompok termiskin (tingkat SMP)
mengalami penurunan benefit incidence di Kota
Batu dan kelompok miskin (tingkat SMP) di
Kabupaten Malang juga mengalami penurunan
benefit incidence.

Penurunan benefit incidence layanan BOS
di Kota Malang cenderung terjadi pada
kelompok menengah. Hal tersebut bukan
disebabkan oleh faktor finansial. Penurunan
benefit incidence layanan BOS di Kota Batu dan
Kabupaten Malang cenderung terjadi pada
kelompok pendapatan rendah khususnya pada
tingkat SMP. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa  masyarakat  pendapatan  rendah
cenderung memiliki keterbatasan mencapai
akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Pola distribusi benefit incidence di tiga
daerah tersebut memiliki kesamaan. Masyarakat
miskin cenderung memiliki akses yang rendah
terhadap pendidikan. Tapi masyarakat kelompok
miskin cenderung menerima peningkatan benefit
incidence  pendidikan terbesar dibanding
kelompok kaya. Peningkatan benefit incidence
terbesar pada kelompok termiskin dan miskin ini
sesuai dengan konsep pelayanan publik yang pro
poor.

3.2 Benefit Incidence Jamkesmas di Malang
Raya
A. Kota Malang

Kota Malang merupakan daerah tingkat
layanan kesehatan hirarki 2 di Jawa Timur.



Pelaksanaan program Jamkesmas di Kota
Malang dijabarkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perubahan Benefit Incidence Program
Jamkesmas di Kota Malang (Tahun 2009 dan

2013)
Kuantil Perubahan Benefit Incidence (%)
Pendapatan
Rawat Jalan Rawat Inap
1 9.1i
2 =7
3 [ s
4 360
5 g6l |

Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Kelompok pendapatan termiskin
mengalami peningkatan benefit incidence cukup
besar dari dua layanan tersebut. Kondisi ini
menunjukkan adanya peningkatan kesejahteran
ekonomi  masyarakat miskin. Peningkatan
tersebut juga didukung dengan tingginya alokasi
pemerintah untuk Jamkesmas di Kota Malang.
Kota Malang mendapat dana Jamkesmas sebesar
Rp. 28.664.000.000,- pada Tahun 2012 dan
meningkat menjadi Rp. 37.652.000.000,- pada
Tahun 2013. Peningkatan akses atau benefit
incidence layanan kesehatan menunjukkan telah
adanya peningkatan nilai sosial bagi masyarakat
termiskin di Kota Malang.

Benefit incidence rawat inap mengalami
penurunan pada kelompok pendapatan miskin
(kuantil 2). Penurunan benefit incidence tersebut
menunjukkan bahwa akses rumah tangga miskin
terhadap rawat inap menurun. Hal ini didukung
dengan masih rendahnya capaian layanan
kesehatan untuk masyarakat miskin di Kota
Malang, yaitu masih mencapai 62,28 % pada
Tahun 2013 dan penerima bantuan yang tidak
tepat sasaran.

B. Kota Batu

Pelaksanaan program Jamkesmas di Kota
Malang dijabarkan pada Tabel 7. Kelompok
termiskin mendapatkan peningkatan benefit
incidence rawat inap terbesar. Benefit incidence
rawat jalan kelompok termiskin juga mengalami
peningkatan yang cukup besar dibanding
kelompok lainnya. Peningkatan manfaat tersebut
didukung oleh peningkatan alokasi dana
pemerintah untuk Jamkesmas di Kota Batu.
Peningkatan manfaat tersebut didukung oleh
peningkatan alokasi dana pemerintah untuk
Jamkesmas di Kota Batu.
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Tabel 7. Perubahan Benefit Incidence Program
Jamkesmas di Kota Batu (Tahun 2009 dan
2013)

Kuantil Perubahan Benefit Incidence (%)
Pendapatan

Rawat Jalan Rawat Inap
1 E;AG T
2 39
3 -3.82 [ -5.15
4 471 :
5 2.88 £l 136

Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Peningkatan manfaat tersebut didukung
oleh peningkatan alokasi dana pemerintah untuk
Jamkesmas di Kota Batu. Pelayanan kesehatan
bagi penduduk miskin di Kota Batu diberikan
melalui Jamkesmas, dengan total dana Rp.
940.000.000,- pada Tahun 2012 dan meningkat
menjadi Rp. 1.500.000.000,- pada Tahun 2013.
Penurunan benefit incidence juga terjadi pada
kelompok kuantil 3 dan 4 untuk rawat jalan serta
kelompok kuantil 3 untuk rawat inap. Hal ini
dapat disebabkan karena pelayanan kesehatan
kurang optimal dan adanya faktor data base
penerima bantuan yang kurang update setiap
tahunnya.

C. Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah
yang telah menerima bantuan Jamkesmas di Jawa
Timur. Kondisi manfaat pelayanan Jamkesmas
tersebut dijabarkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Benefit Incidence Program
Jamkesmas di Kabupaten Malang (Tahun 2009

dan 2013)
Kuantil Perubahan Benefit Incidence (%)
Pendapatan Rawat Jalan Rawat Inap
1 24
2 .88
3 10
4 1.
5 10

Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 8, kelompok termiskin
cenderung mengalami  penurunan  benefit
incidence layanan kesehatan. Benefit incidence
layanan rawat jalan kelompok termiskin dan
miskin (kuantil 1 dan 2) menurun, sedangkan
penurunan benefit incidence rawat inap terjadi
pada kelompok termiskin (kuantil 1) di
Kabupaten Malang. Penurunan ini menunjukkan
bahwa akses masyarakat miskin terhadap
layanan kesehatan cenderung menurun di
Kabupaten Malang.



74 International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)

Vol. 2, No. 1, April 2016, pages 59-65

Hal ini didukung dengan data capaian
pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di
Kabupaten Malang masih mencapai 31,56 %
pada Tahun 2013 (Dinkes Kabupaten Malang,
2014). Faktor geografi juga dapat menyebabkan
masyarakat miskin tidak dapat mengakses
layanan kesehatan. Jarak rumah menuju pusat
layanan  kesehatan yang jauh  dapat
menyebabkan hal tersebut. Terdapat 7,15 % dari
total fasilitas kesehatan di Kabupaten Malang
yang terletak sangat jauh dari permukiman.

Hasil analisis pada tiga daerah tersebut
menunjukkan rata-rata benefit incidence yang
berbeda-beda. Hasil analisis dijabarkan pada Tabel 9.
Berdasarkan Tabel 3, kelompok miskin cenderung
mengalami peningkatan layanan Jamkesmas di Kota
Batu. Peningkatan benefit incidence terbesar pada
kelompok termiskin dan miskin (kuantil 1 dan 2) ini
sesuai dengan konsep pelayanan publik yang
progresif. Kelompok termiskin (kuantil 1) Kota
Malang juga mengalami peningkatan benefit
incidence dari layanan Jamkesmas.

Tabel 9. Perubahan Benefit Incidence
Jamkesmas
di Malang Raya (Tahun 2009 dan 2013)

Perubahan Benefit Incidence (%)
Kota Malang Kota Batu Kabupaten Malang
Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Inap

Kuantil
Pendapatan

1 416 ol | B5 s B3
2 o] B Ew % 8
3 ks ] s 10
4 494 3] [ 4m j i Boe

5 sl | MR | s ] B

Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Masyarakat miskin (kuantil 2) Kabupaten
Malang justru mengalami penurunan benefit
incidence dari dua layanan Jamkesmas tersebut.
Layanan Jamkesmas Kota Malang menunjukkan
adanya permasalahan kualitas layanan yang
perlu ditingkatkan, faktor kontrol data penerima
layanan Jamkesmas untuk Kota Batu, dan faktor
geografis di Kabupaten Malang. Permasalahan
yang banyak terjadi di tiga daerah tersebut
adalah update data base penerima Jamkesmas.
Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah
setempat untuk menghindari terjadinya bantuan
kesehatan yang salah sasaran.

Indeks  gini  dihitung  berdasarkan
pendapatan rata-rata pada setiap kuantil. Indeks
gini dan kurva lorenz dapat memperlihatkan
tingkat  ketimpangan  pendapatan  antara
kelompok miskin dan kaya yang mendapatkan
layanan BOS serta Jamkesmas. Indeks gini
dijabarkan pada Tabel 10. Distribusi pendapatan
masyarakat penerima layanan BOS di Kota

Malang, Kota Batu, dan penerima layanan
Jamkesmas di Kabupaten Malang relatif merata.

Tabel 10. Indeks Gini BOS & Jamkesmas di
Malang Raya

Daerah Tahun SD  SMP

Rawat Rawat

Jalan Inap

032 031 0.26 0.51

Kota 2009 RM RM RM RT
Malang 030 031 0.24 0.40
2013 RM RM RM MT

2009 035 0.33 0.36 0.33

Kota Batu RM RM RM RM
033 031 0.26 0.40

2013 RM RM RM MT

2009 0.46  0.42 0.35 0.32

Kabupaten MT MT RM RM
Malang 2013 0.43  0.40 0.37 0.34

MT MT RM RM
Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015.
RM : Relatif Merata; MT : Mendekati Timpang;
RT : Relatif Timpang

Distribusi  pendapatan masyarakat penerima
layanan BOS di Kota Malang, Kota Batu, dan
penerima layanan Jamkesmas di Kabupaten Malang
relatif merata. Distribusi pendapatan yang merata ini
menggambarkan pendapatan riil kelompok kaya
tumbuh beriringan dengan kelompok miskin.

Terdapat ancaman manfaat yang timpang pada
Jamkesmas untuk rawat inap di Kota Malang.
Ketimpangan pendapatan masyarakat tersebut
menggambarkan pendapatan riil kelompok kaya
tumbuh lebih cepat dibanding kelompok miskin.
Ketimpangan pendapatan penerima layanan rawat
inap tersebut menggambarkan perbedaan
kesejahteraan yang jauh antara kaya dan miskin. Hal
ini dapat menyebabkan rendahnya kesempatan
kelompok miskin mengakses layanan kesehatan.
Kurva lorenz rawat inap di Kota Malang Tahun 2009
dan 2013 pada Gambar 2.

(a) Kurva Lorenz Rawatlnap (Jamkesmas) Kota
Malang Tahun 2009

o 20 40 60 80 100

Equality

Lorenz

(b) Kurva Lorenz RawatlInap (Jamkesmas) Kota Malang
Tahun2013

Gambar 2. Kurva Lorenz Layanan Rawat Inap

Jamkesmas di Kota Malang 2009 dan 2013
Sumber: Susenas Tahun 2013, diolah Tahun 2015



Gambar 2 menunjukkan bahwa kurva
Lorenz rawat inap di Kota Malang Tahun 2009
berada menjauh dari kurva equality, artinya
rawat inap di Kota Malang relatif timpang.
Kondisi kurva Lorenz berubah pada Tahun 2013.
Kurva Lorenz Tahun 2013 cenderung mendekati
kurva equality dengan nilai indeks 0,40, artinya
layanan rawat inap Kota Malang Tahun 2013
mendekati timpang. Perubahan nilai indeks
tersebut ditunjang dengan peningkatan dana
jamkesmas Kota Malang sebesar
Rp.25.190.000.000,- pada Tahun 2012 dan
meningkat menjadi Rp.38.604.000.000 pada
Tahun 2013. Pemerintah semakin meningkatkan
perhatiannya pada kesehatan di Kota Malang.
Indeks gini ditunjukkan pada luas area antara
kurva Lorenz dan kurva equality. Area indeks
gini Tahun 2009 terlihat lebih luas dibanding
2013.

Berdasarkan analisis benefit incidence,
efektivitas layanan publik di Malang Raya dapat
diketahui. Capaian efektivitas layanan BOS dan
Jamkesmas dijabarkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Efektivitas BOS & Jamkesmas di

Malang Raya

BOS Jamkesmas

Daerah sD SMP Rawat Rawat
Jalan Inap

Kota . . .. Belum
Malang Efektif ~Efektif Efektif Efektif
.. Belum .. Belum
Kota Batu Efektif Efektif Efektif Efektif
Kabupaten  Belum Belum Belum Belum
Malang Efektif Efektif Efektif Efektif

Sumber: Susenas Tahun 2009 & 2013, diolah Tahun 2015

Layanan yang telah efektif adalah layanan
yang memiliki nilai peningkatan Benefit
Incidence pada kelompok termiskin dan
distribusi pendapat menerima layanan relatif
merata. Jenis layanan rawat inap di Kota Malang
dan Kota Batu belum efektif karena terdapat
ketimpangan  atau  mendekati  timpang
pendapatan penerima layanan tersebut. Program
BOS untuk semua tingkatan belum efektif di
Kabupaten Malang karena distribusi pendapatan
penerima manfaat mendekati timpang. Program
Jamkesmas untuk semua tingkatan belum efektif
di Kabupaten Malang karena penurunan Benefit
Incidence pada kelompok termiskin (2009-
2013).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program BOS dan Jamkesmas di Malang
Raya belum efektif secara keseluruhan. Kota
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Malang memiliki layanan rawat inap yang belum
efektif. Kota Batu memiliki layanan tingkat SMP
dan rawat inap yang belum efektif. Seluruh jenis
layanan BOS dan Jamkesmas di Kabupaten
Malang dinilai belum efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat
beberapa saran yang dapat disampaikan.
Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan
di setiap daerah perlu meningkatkan dan
memonitoring kualitas layanan pendidikan di
setiap lembaga pendidikan formal, agar kualitas
layanan pendidikan yang diterima oleh
masyarakat di Malang Raya tidak timpang. Perlu
adanya sistem subsidi silang di setiap sekolah.
Perlu adanya kesediaan masyarakat
berpendapatan tinggi untuk membayar biaya
pendidikan lebih mahal dibanding masyarakat
miskin. Biaya yang lebih mahal tersebut
dimanfaatkan untuk membantu biaya pendidikan
masyarakat miskin.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan
untuk mensukseskan pelaksanaan program JKN
sebagai pengganti Jamkesmas, yaitu partisipasi
dalam keikutsertaan anggota BPJS, partisipasi
memberikan informasi akurat tentang keluarga
miskin, dan partisipasi dalam pengawasan
pelaksanaan program. Pemerintah memiliki
keterbatasan dalam penyediaan dana kesehatan,
sehingga melalui BPJS masyarakat dapat
membantu pemerintah dalam hal penyediaan
dana dan mewujudkan masyarakat Indonesia
yang memiliki jaminan kesehatan.
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